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- Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius oleh
pemerintah pada era reformasi adalah diangkatnya masalab kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri
ataukekerasan oleh orang tua terhadap anak, uniuk diatur dengan suatu undang-
undang, Hal ini mengingat bahwa KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-
hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan
tindakan diskriminasi.

Dalam konsep domestic violence, cakupan atas tindakan yang
dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan
yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang
bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan
hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan
 yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi
korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat
terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan
keluarga atau yang kita kenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT).

Data dari hasil Survei K ekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun
2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan,
khususnya mengenai Tindak Kekerasan terhadap Perempuan menurug
Pelaku, menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1% (pelaku: suami); 11,7% (pelaku:
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orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 19,6%(pelaku: tetangga);
2.5%({pelaku: atasan/majlkan) 2,9 (peiaku rekankerja); 0,2% (pelaka: guru);
dan 8,0% (pelaku: lainnya).! e _

- Dan gambazan data tersebut sangat jelas bahwa bentuk kekerasan
dalam rumali tangga sangat mendemmam, yakni, dengan pelaku adalah suami
(tertinggi), kemudian pelaku kekerasan adalah orang tua/mertua, anak/cucu
dan farpili, dan menyusul pelaku adalah atasan/majzkm Hal ini tentu saja cukup
mempnhatmkan -

Pada awalnya, terutama sebelum dlterbltkazmya undang—undang bahwa
seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan
periindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada
saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan
masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah
suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari
pihak uar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan
bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat
Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan
kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin divtarakan kepada pihak kerabat
terdekat pun hampir tidalk terlakukan, karena kuatnyva keyakinan sebagai suatu
aib atau tabu dan akhimya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-
tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan
kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun
psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat
tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja
perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.

Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini
praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena
belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal
istilah penganiayaan (kekerasan fisik), schingga seringkali mengalami kesulitan
terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan
psikis atau bentuk lain. Demilian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme

* Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Survei
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006, (Jakarta: Badan Pusat Statistik,
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| 'untuk penanganan korban, ka:rena memang ‘adak/ belwm iersecha, sehmg ga ol

- korbanKBRTsenngkaimdakmendapaﬂcan perhndunganyang mamadal Hal -

i sunggm merpakant bencana bagis sxapa pun yang mengalaim sebagal korban _'
N KDRT, terlebihjika kotban adalah perempuan atau anak. - : S
. Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya anuanhukim namun
| :pandangan masyarakat %ahwa KDRT adaiah suatu aib atau hal yang sangat
N 5pnbad1 Juga melmgkupl carapandang para penegak hukum, yang persp@khﬁlya o

o pmkﬁs sama yalﬁn sangal patnarkhzs Kepekaan terhadap pemasalahan KBRT_ o
termasuk kepekaan gender ierhadap dm korban masxh beium d1hayat1 secara

pmporsxonai Sehingga, ha:apan besar. korban menjadi pupus dan harus .
menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya
tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat
penegak hulcum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan
publikmelainkan sebagai permasalahan internal keluarga, =
* . Namunkemudian bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena
akhimya pernerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), yang
diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang
didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap
korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga
keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT
bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadiisu publik,
maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara
proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan
tethadap pelaku. Hal ini pun sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi
kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
~ Sejalan dengan langkah tersebut, maka penulisan ini dimaksudkan
dalarm rangka menyampaikan sekilas gambaran mengenai pelaksanaan UU-
PKDRT dan seberapa jauh efektifitasnya. Adapun metodologi dalam penulisan
ini didasarkan pada pencermatan atas pengaturan dalam beberapa ketentuan
UU-PKDRT dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan.
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H KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MERHP&KAN
BEN’E‘UK mmmsm BERBASgS GENDER. A

Menengok s_ejara,_h mengapa para aktivis dan pemerhati perempﬁan
sangat mempezjuangkan lahirnya UU-PKDRT. Hal ini sangat dipahami bahwa
bukan saja Konstitusi Indonesia telah secara tegas dan jelas melindungi hak-»
hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun

- __'ke_]adlau-ke_] ad;an KDRT dengan berbagm modus operandinya, sudah. sangat

-memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap

bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga. .-
“Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone:31a

Tahun 1945 dalam:
“Pasal 26A menentukan bahwa:”Setiap orang berhal untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”; Pasal 28B ayat
(1) berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”; Ayat (2) Pasal
288 menentukan bahwa: “Setiap anak berhak afas kelangsungzan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi”; dan Pasal 28G ayat{1) bahwa: “Setiap orang bebas
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”.

Terlebih lagi bahwa Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms
Discrimination Against Women/ CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1984. Konvensi tersebut, pada dasarnya mewajibkan kepada setiap
negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan
undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi,
dan budaya, untulk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan
sepenuhnya, dengan fujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan
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CEDAWtelahmembenkan aril ’dlsknzznnas1 secarakomprehensaf _ I_

sebagazmana d1tentukan dalam Pasal 1 CEDAW ‘nahwa

“Baiam K@mensa ini 1st11ah “das}mnunasa terhadap pez‘empuan” beram s
: se‘i:lap pembedazn, peng&wﬁan, ata.u pem?batasan yang dibuat atas -
i :rldasar jenis kelamm yang mempunyal pengamh atau tuj nan un‘tuk o
Bt :-i_'-:'mengurangl atau menghapuskan pengakuan pemkmatan atau
-'.::::penggunaan hak asasa manusia dan kebebasan—kebebasan pokok_ .
:dibidang pohtxk, ekonoms. 505131 budaya, 51p11 a‘tau apapun Iamnya. &

i -4 bagi kaum] perempuan; tf:rlepas dari status perkawman mereka atas
gy -_dasarpersamaanhaklam laki danperempuan P

Unsur-unsur yang terkandung dalam istilah “diskriminasi” tersebut

meliputi: :

1. ideologi, berupa asumsi-asumsi berbasis gender tentang peran dan

‘kemampuan perempuan;

Tindakan, pembedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan perempuan;

Niat, diskriminasi langsung atau tidak langsung;

Akibat;

Pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak

dan-kebebasan; :

6. Diskriminasi dalam semua bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil,)
dan oleh setiap pelaku 2

VR

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian diskriminasi tersebut
sangat jelas digambarkan adanya pembedaan perlakuan berupa pengucilan
atau pembatasan terhadap perempuan (atas dasar jenis kelamin) yang
mempunyai ‘pengaruh’ atau ‘tujuan’ untuk mengurangi atau menghapuskan
pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan lainnya,

* Partners for Law in Development, United Nation Development Fund for Women,
Menvembalikan Hak-Halk Perempunn. (New Dethic Dartnier for F aw in Dvalaom et
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* Dalam perjalanannya, pengertian diskriminasi sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 1 CEDAW mengalami perkembanganyang cukup positif,
hal mana bahwa bentul kekerasan terhadap perempuan juga menjadi cakupan
dalam pengertian diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana
ditetapkan Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum NMomor 19 Tahun
1993 (Sidang ke-11, Tahun1992) tentang Kekerasan terhadap Perempuan
( Violence Agamst Women) dlantaxanya mengemukakan mengenai bentuk-
bun‘tuk diskmnas1 vang mengnalangi kaum perempuan dalam mendapatkan
hak~hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Butir 1 dari latar belakang
Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap
Perempuan, menyatakan bahwa: “Kekerasan berbasis gender adalah sebual
bentuk diskriminasi yang secara serius menghalongi kesempatan waniia
untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak
dengan laki-laki”. -

Selanjutnya, Butir ke-6 Ulasan Umum Rekomendasi Umum Nomor
19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Pe:empuan juga menegaskan
bahwa : '

“Konvensi dalam Pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi
terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga
kekerasan berbasis gender, vaitu kekerasan yang langsung ditujukan
kepada seorang perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-
hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional.
Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkap
kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau
apcaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan
lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu
dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik tentang
kekeragan”.

Sebagai negara pihiak yang telah meratifikasi CEDAW, maka dalam
rangka melakukan pembaharnan dan peninjavan hukum beserta kebijakan-
kebijakan pelaksanaannya, Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk

nambeninian rermimdeana-naenoan Parl 9tal Berverr TR sanav s el gl




'Impicmeniasi Undanﬂ-i}ndang Homor 2.3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasam

reformas1 hukmn, yakm pembaharwn sistemn hukum secara mendasar dengan
-memperbaﬁﬂ apayang dlpandang jelek atau salah daﬁ sistem hukum tersebut
agar menjadi benar dan lebih baik dalam rangka mewuj udkan cita-cita
.kf:hxdupaﬁ bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. A =
+ Dalam hal ini; Indonesia antara lain telah membentuk Undang—Undang
' .Nomor 23 Talun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
' (UU—PKDRT) yang dalam pertimbangan seria pengaturannya sarat dengan

o muatan yang memperhatxkan perspektif gender. Satu hal yang tampak j elas
- dantegas dalam pengaturan UU-PKDRT adalzh dicantumkannya pengertian

: “kekerasan dalam rumah tangga”, yang dalam perumusannya juga telah
“mem pemmbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam CED AW
beserta rekomendasinya (Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun1993 tentang
Kekerasan terhadap Perempuan).
Definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 butir 1 UU-PKDRT sebagai berikut:
“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisils, seksual, psikologis, dan/
atau penelantaran rumah tangga termasulk ancaman untuk melalukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga™.

Unsur-unsur yang dikandung dalam pengertian “kekerasan dalam rumah
tangga/KDRT” praktis hampir sama dengan unsur-unsur dalam pengertian
“kekerasan berbasis gender” dari Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 ,
diantaranya: setiap perbuatan terhadap seses rang, dan dalam hal ini
ditekankan pada terutama perempuan. Unsur lain yang diindikasi ada
kesamaan, yakni, mengenai bentuk kekerasan yang menimpa pada diri korban
KDRT adalah adanya bentuk kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Sementara
dalam pengertian kekerasan berbasis gender dalam Rekomendasi Umum

3 A.A. Oka Mahendra, Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan
Perundang-undangan, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008),
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- 'Nomor 19 tersebut adalah UnSur-unsur berupa tmdakan-ﬂ:mdakan yamg
: mengaklbatkan kei‘ugmn atau peﬂdemtaan ﬁsak memaﬁ dan seksuak
Bt atau ancaman-ancamanseperti  vu L IRES TR C ' e

- Ketentuan Pasal 5 UU«PKDRT juga menegaskan bahwa “Sez‘mp

. oran g ddamng melakukan kekemsan dalam rumah tangga terhadap orang

- .::dalam lmgkup rumah tangganya, ‘dengan cora: a.kekerasan fisik;
b. Pekerasan pszkzs C: kekerasan Seksual ‘atau penelanfaran rumah

J Korelam lam bahwa KDRT adaiah merupakan bentuk kekerasan
berbasm gender dan juga sebagax bentuk diskriminasi, adalah sebagalmana
“dinyatakan dalam Alinea ke-empat Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang
menegaskan: “......Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan
terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi
manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi”. Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat
Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas
periindungan divi pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, seria berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943 menentukan bahwa “Sefiap
orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan maunfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”.

Ketentuan mengenai definisi “diskriminasi” dalam Pasal 1 CEDAW/
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan pada Butir ke-6 Rekomendasi
Umum Nomor 19 Tahun1993 serta Pasal 1 mengenai pengertian “kekerasan
dalam rumah tangga™ dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, nyata sekali bahwa hubungan
satu dengan yang lain saling berkaitan, utamanya dalam menjabarkan arti
diskriminasi, yang adalah termasuk juga bentuk kekerasan terhadap perempuan

R PR [T PRI SN . [
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Hubungan d;an‘tara ketlganya semakm menegaskan bahwa cakupam

: --d;skmnmamadalahbempahenmk benmkkekerasanﬁsx}s:, psxlﬂs, seksual, dan" =
. “ancaman-ancaman lain serupa. “Ancaman lain” yang dimaksud dalam ketentuan
Pasal b UU-PKDRT d1sebut dengan 1si11ah “peneiantaran mmah tangga” o
: Bahkan UU»PKDRT pun  telah menegaskan dalam pengatm'an nonnaﬁﬁlya o
' 'sebagamana dirumuskan dalam ketertuan Pasal 5 mengenai larangan kekerasan
~dalam rumah’ tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis; seksual, atau'__""_
] __:'_[pene aﬁtamnnnnahtangga,yangdgabarkanlebﬂalamutdalam?asai 6mengena1.. o
.apa yang dimaksud kekerasan ﬁs;k, Pasal 7- tentang kekerasmapsxlds Pasal8

__tenta.ng kekerasan seksual dan Pasal 5 tentang penelantaran dalam rumah

tangga, Bentuk—benmk kekerasan tersebut secara tegas dilarang dan dikenai
sanksi pidana, sebagaimana ditentukan-dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal
49. Hal yang lebih memperkuat bahwa kekerasan dalam rumah tangga
merupakan suatu bentuk diskriminasi adalah sebagaimana dilandaskan pada
ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 18H ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga bentuk-bentuk kekerasan
berbasis gender juga telah dijamin perlindungannya dalam Konstitusi Indonesia.

HI. IM?LEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Pada tahun 2008 ini memasuki hitungan tahun keempat sejak
pengundangan dan pemberlakuan atas UU-PKDRT. Dalam pengaturannya,
selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap
korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam
runah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dengan tindak penganiayaan
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan adanya
perbaikan hukum memang mulai nampak, diantaranya, keberanian melaporkan
perkara KDRT oleh korban atau pihak yang mewakilinya, terbentuknya
berbagai pusat pelayanan terhadap korban, baik untuk kekerasan dalam rurnah
tangga 1tu sendiri, kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap
anak, dan hal ini sudah mulai terjadi di berbagai daerah. Namun demikian,
masih banyaknya hambatan dalam proses penanganan perkaranya saneat
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_' pemahaman mengenai apa yang dirnaksud KDRT itu sendiri, baik dari Es;alangan
sebagian masyarakat maupun jajaran aparat: penegak hukurn, sarana ‘dan
prasarana pelayanan yang belum/kurang memadai; hingga persoalan dark
number atas kasus-kasusnya yang tidak temngkap, maka halini menjadi sangat
relevan untuk disikapi dan dipecahkan solusinya, baik terkait dengan akar
‘ pexmasalahan maupun hal-hal yang bersifat represif. - -

Pembahan hukum merupakan masalah penﬁng, antam lam disebabkan
kaxena hukum itn pada dewasa ini umumnya memakm bentuk tertulis, Denoan
pemakalan bentuk ini memang kepastian lebih ter_;amm, nanun ongkos yang
hars dibayamya pun cukup mahal juga, yaituberupa kesulitan untuk melakukan
adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Karena tertulis
itu hukum Jalu menjadi kaku. Lain halnya dengan hukum kebiasaan yang karena
bentuknya lebih mudah untuk melalkukan adaptasi it Singkatnya, pada hukum
tertulis mudah tercipta kesenjangan antara peraturan hukum dengan yang
diaturnya.* :

Sejak diberlakukannya UU-PKDRT, semakin nampak adanya
peningkatan atas pelaporan kasus-kasus KDRT. Hal ini dapat diindikasikan
adanya keberanian masyarakat dalam mengungkapkan hal yang selama ini
dianggap tabw/aib, atau juga dapat ditandai sebagai pumculnya kesadaran hukum
dalam masyarakat akan perlindungan hak-hak asasinya serta kewajibannya
sebagai warga negara, utamanya dalam turut serta menciptakan suasana
kerukunan dan keharmonisan suatu keluarga/rumah tangga dan masyarakat
disekitarnya, yang dilandasi atas penghormatan harkat dan martabat dengan
sesamanya baik dalam kapasitasnya sebagai suami, isteri, maupun anak dan/
atau sebagai anggota rumah tangga terkait.

Catatan KOMNAS PEREMPUAN dalam Pelaporan Kasus KDRT
Pasca UU-PKDRT menggambarkan adanya peningkatan julah kasus KDRT
dari tahun ke tahun, yakni, dimulai tahun 2004 (2.425 kasus), tahun 2005
(6.029 kasus), tahun 2006 (2.789 kasus}, dan tahun 2007 (19.253 kasus).
Sehingga keseluruhan kasus KDRT sejak tahun 2004 sampai dengan 2007
adalah sebanyak 30.496 kasus. Diantara korban tersebut, terbanyak adalah
isteri, yakni, mencapai 85% (25.788 kasus)dari total korban. Anak
perempuan merapakan korban ketiga terbanyak (1.693 kasus) setelah pacar
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2. 548 kasus) dan pem%anm rumah mngga mendudmﬂ posm keempat
terbanyak (467 kasns)” S S T e

_ A Kebagakan Pemcegahan Ke&emsau Daiam Rumah E‘angga

Keutuhan dan: kerukunan rumah tangga dalam suasana yang' )

'E)ahagza aman, z‘em‘emm dan damaz adalah dambaan  setigp orang dalam .

i Suaiu rumah rangga Ungkapan ini’ merupakan ba:ﬂs pertama pada Alinea

” '-Pertama dari Pengeiasan Umum Undancr Undanw Nomor 23 Tahun 2004

‘tentanﬂ Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU- PKDRT).
Permasalahannya, sejauh mana hal ini teraplikasikan sesuai dengan pengaturan
dan implikasinya dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam masyarakat sekitar
kita, hal ini perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut baik dalam upaya
pencegahan maupun upaya yang bersifat represif melalui kebgakan—kebgakan
operasionalnya.

Untuk upaya pencegahan, UU-PKDRT telah memberikan mandat
kepada Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemberdayaan
perempuan (pada saat ini Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan), untuk
melakukan tindakan pencegahan. Mandat tersebut sebagaimana diatur dalam
Bab V mengenai Kewajiban Pemerinteh dan Masyarakat pada Pasal 11 dan
Pasal 12 UU-PKDRT, yang pada intinya menekankan bahwa pemerintah
bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT, vang dilakukan dengan:
a) merumuskan kebijakan tentang KDRT;

b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT;

¢) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang KDRT; dan

d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu-isu KDRT
serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Kebijakan-kebijakan tersebut, telah dan sedang terus dilakukan oleh
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan instansi-
instasi terkait, diantaranya melakukan sosialisasi UU-PKDRT ke berbagai
kalangan dan advokasi kebijakan-kebijakannya. Dalam hal ini Kementerian

* KOMNAS Perempuan ! 0 Tahzm Reformasz Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan
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Negaxa Pemberdayaan Perempuan telah menerbitkan Peraturan Menten
Necara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2006 tentang E"omm
Koordmam Kerja Sama Pencegahan dan Pemuliban Korban Kekerasan dalam
Rumah Tangga (PerlvienegPP No.01/2006). Forum sebagimana disebut dalam
PerMenegPP No.01/2006 dimaksudkan untuk melakukan koordinasi Imtas
‘bidangatau Suktor dan masyarakat vang peduli terhadap penghapusan kekerasan
-da]am rumah tangga, beuk di pusat maupun di dagrah, Adapun tujuannya. adalah
. untuk menmgkatkan efekiifitas dalam upaya pencegahan dan penyelenggaman
) kerja sama daiam rangka pemuhhan korban KDRT. Untuk hal itu, upaya-
upaya tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Negara
Pemberdayzan Perempuan, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga-
lembaga lain, yakni, lembaga sosial yang berada di linglamgan masyarakatnya.
Bahkan sangat dihimbau untuk melakukan penyebaran informasi seria
pemaharman/pengertian mengenai KDRT dalam rangka mewaspadai akan
munculnya KDRT dilingkungannya, :
Hal ini mengingat, masyarakat juga mempunyai kewajiban-kewajiban
terkait dengan KDRT, yakni, melakukan upaya-upaya sesuai dengan
kemampuannya untuk:
a) mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b) memberikan perlindungan kepada korban;
¢) memberikan pertolongan darurat;
dj membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal
15 UU-PKDRT).
Untuk hal ifu, masyarakat dapat segera melaporkan atau melakukan upaya-
upaya segera sesuai dengan kemampuannya dalam hal terjadi KDRT
dilingkungannya masing-masing. Pelaksanaan atas kewajiban tersebut, tentunya
sangat diharapkan agar dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan,
dengan harapan juga akan tetap dan terus tercipta kepedulian sosial yang tinggi
serta keharmonisan yang selalu terbina baik di lingkungan rumah tangga yang
bersanglutan maupun lingkungan masyarakat bertetangga.
Penjabaran dalam berbagai kebijakan pelaksanaan sesuai dengan
maksud dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah
sebagaimana telah dituangkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan atas UU-
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__kota maupun desa, yang menurut Catatan Komnas Perempuan hingga Maret :
2008 palmg tidak telah iercatat sebanyak 18 kebgaka_n, sejak dmndangkannya
UU-_PKDRE 6o

Beberapa kebijakandi tingkat nasional, diantaranya telah disahkannya
Undanfr—Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban; ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
P@nyeienbgarazr dan Keij a Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah

- ._Tangga, yangtelah thmdaZ\lan_; uti denﬂan zerbimya Pemturan Menteri Negara
' Pemberdayaan PerempuanNomor 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi

_ Penyelenggaman Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan
Dalam. Rumah Tangga. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia; dan Himbauan Menteri Kesehatan Nomor 659 Tahun 2007 untuk
Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit dan Pelayanan Korban
di Puskesmas.

Adapun padatingkat daerah, berbagai dukungan kebijakan teknis telah
dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan (SK),
diantaranya, Provinsi Jawa Timur (Perda Nomor ¢ Tahun 2005 tentan g
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan),
Provinsi Jawa Barat (Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak,
termasuk untuk memberikan kesehatan dan psikologi/konseling serta bantuan
hukum), Provinsi Lampung (Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan
Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan); dan bentuk MOU
antara Polda Jawa Tengah dangan Lembaga Perlindungan Anak. Provinsi
Sulawesi Utara (SK Gubernur Nomor 268 Tahun 2006 tentang Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak /P2TP2A di Sulawesi
Utara). Tingkat Kabupaten, diantaranya, SK. Bupati Bone Nomor 504 Tahun
2006 ientang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bone,
Kepala Kepolisian Resort Bone, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Ketua
Pengadilan Negeri Bone dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone
tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

¢ Komnas Perempuan, 10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuanean
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Untuk tmgkat desa, dxanmranya, Pemtim Desa Sunda Kelapa, Bena,kulu Utara
Nomor 2 Tahun 2606 tentang Penaﬁganan Perempuan .E(orban Kekerasan

B. ?eﬂaksaman Kebz j akan Penyeien gaman E{erja Sama Penamganaﬁ
Knrban R o S

: Uni‘uk penyeienggaraan peiayanan terhadap korban, pemenntah pusat

:dan pemcnntah daerah sesuai tugas dal ﬁmgsz masing-masing; dapat melakukan
upaya 2) penyedlaan rang pelayanan Khusus di kantor kepolisian; b) penyedlaan
aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial; dan pembimbing rohani; ¢) pembuatan
dan penoembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang
melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d) memberikan
perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Untuk
penyelenggaraan tersebut, peinerintah dan pemerintah daerah dapat bekerja
sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Pasal 13 dan Pasal 14
UU-PEKDRT). Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini sudah barang tentu
memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjangnya, agar
korban dapat tertangant secara proporsional, termasuk ketersediaan sumber
dayamanusia yang memiliki keterampilan dan kepekaan terhadap korban,
misalnya, rasa simpati dan empati yang tinggi terhadap korban.

Laporan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan UU-KDRT dengan sasaran
wilayahdi 5 (lima) provinsi, yakni, Provinsi: Sumatera Utara, Kalimantan Barat,
Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung’, telah dilakukan oleh
Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
pada tahun 2007, yang pada intinya melakukan evaluasi atas implementasi
kebijakan yang telah dibuat baik oleh instansi di tingkat nasional maupun instansi
yang sama di tingkat provinsi.

Secara garis besar, hasi penelitian menggambarkan tentang pelaksanaan
kebijakan beberapa lembaga di daerah, yang terkait dengan penanganan
pencegahan dan pernulihan korban KDRT, vakni, Daerah Provinsi: Sumatera
Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan
Lampung, antara lain sebagaimana akan digambarkan dalam pokok-pokek
uraian di bawah ini.
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1. Peran instanm Pusaé dan ngmm Terkait E{BR’I (?asai 10 dan
Pasal 11): R L
- a. Kemenierian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) telah
- mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan pemberdayaan
- perempuan, termasuk pemberdayaan untuk korban KDRT;
b. Departemen Kesehatan, telah mengeiuarkankebijakan untuk membantu
- pemulihan medis bagi korban;
....c...Departemen Sosial, membanm pemuliban p51kososxal bagi korban;
d. 'Kepohsian R.L melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK), melakukan
- penangan hulaum terhadap korban;
€. Rumah Sakit Pemerintah, memberikan pelayanan medis bagi korban;
f. Lembaga Swadaya Masyarakat, diantaranya, melakukan
pendampingan korban dan/atan penanganan korban,

2. Peran Instansi Daerah dan Program terkait KDRT:
a. Biro Pemberdayaan Perempuan (Biro PP)

1) Membuat kebijakan-kebijakan terkait PRDRT di daerah, diantaranya:
a) Sumatera Utara: SK Gubernur tentang Pembentukan P2TP2A ;
b} Nusa Tenggara Barat: SK Bersama Biro PP, Biro KeSos, dan

Polda mengenai Penanganan Korban KDRT;
c) Lampung: Kebijakan mengenai Pembentukan Unit Pelayanan
Terpadu Perempuan Korban Kekerasan (UPT-PXTK);

2) Melakukan advokasi hukum, sosialisasi, dan pelatihan sensitif gender;

3) Melakukan KIE, diantaranya melalui pengembangan model desa
prima,

4) Rumah Aman, untuk menampung korban KDRT yang mengalami
trauma (ditemui di Sumut, Kalbar, dan NTB).

b. Dinas Kesehatan.

1) Adanya Kebijakan Departemen Kesehatan/Pusat, yakni, Pedoman
Pencegaban dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di
Tingkat Pelayanan Dasar (Bagian dari Informasi Kesehatan
Reproduksi);

2) Melakukan sosialisasi pedoman Depkes-Pusat tersebut, melalui
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103y 'Wajib memeriksa korban sesuai standar profesi; -
4} Wajib melakukan pemuiﬂxan dan rehabilitasi korban;
~ 5) Berwenang melakukan pembinaan terhadap Dinkes kabupaten/kota
: Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2004:
6) Adanya kebijakan provinsi mengenai pembentukan tenaga kesehatan
oo untuk menangam korban kekerasan (SK Gubernur). '
. .. ¢. Dinag Sesial.. -
e :"1) Berkewajiban melakukan pemuhhan ps&ososmi rehabﬂltasx atau
- pendampingan korban KDRT; :
2) D1 Shelter: tersediatenaga mechs dan adanya petunjuk pelaksanaan
penanganan korban

3) Melakukan sosialisasi, KIE melalui pelatihan rutin di bidang sosial,
pelatihan keterampilan kepada korban, antara lain, bidang usaha,
untuk mengurangi keterganfungan ekonomi terhadap pelaku.
Misalnya, pada Dinas Sosial Prov. Sumatera Utara, sudah ada Buku
Panduan Profesi Pekerja Sosial;

4) Dalam penanganan korban, dapat dirujuk ke rumah penampungan
(shelter), hal ini tersedia di NTB, Lampung, dan Sumut. Sedangkan
di Kalbar tersedia ramah aman untuk korban, yakni, rumah sosial
perlindungan anak, ruang untuk konseling. Di Sulawesi Selatan baru
akan tersedia trauma center.

d. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polda.

1} Untuk melakukan penanganan hukum bagi korban kekerasan
terhadap perempuan/anak dan KDRT;

2) Adanyarasa nyaman/tidak menyeramkan, petugas tidak berseragam
kepolisian, dipimpin oleh polisi wanita (Polwan), termasuk untuk
penanganan korban juga dilakukan Polwan atau PNS perempuan;

3) Terstruktur, di Sumatera Utara sudah terstruktur 3(tiga) tahiun yang
lalu, dan dampaknya positif terutama adanya motivasi yang kuat
terhadap Staf;

4y Visi RPK: “Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat
perlindungan dan bantuan medis, psikologi, maupun hukum sampai
masalah terselesaikan;

ey w4 & e w4 o9 oW
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- &) memberikan rasa aman dan nyaman;

b) membenkan pelayanml secara, cepat profeswnai -empati, dan

ST rasakaszh, :

' c) membangun janngan kegasamaantarmstansafb@.dal/iembaga untuk
- menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
. 6) Tugas RPK:. .
L a) *'nenenma pengaduan, melakukan penyehdlkan dan penyzdlkan
' kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan KDRT,
membuat Iaporan, permohonan visum. jxka diperlukan, dan
'y 7. meruJuI\ korban ke rumah sakit
- b) menjelaskan hak-hak korban dan merahasiakan 1dent1tasnya

¢) memberikan konseling bagi korban vang datang dalam keadaan
~ depresi, atau menempatkan korban ke shelter, jika perlu
perlindungan, |
Catatan: Belum semua Poida mempunyai shelter tersendiri, untuk
1t dapt korban ditempatkan di shelter milik instansi lain atau LSM/
1LBH; ’ _

d) memberikan kemudahan bagi korban KDRT yang melaporkan
kasusnya dengan tujuan selain untuk memberikan pelayanan yang
nyata membantukorban juga untuk menghilangkan stigma adanya
prosedur yang berbelit-belit jika berurusan dengan polisi.
Namun demikian, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan,
karena masyarakat masih menganggapnya sebagai aib keluarga
dan mereka juga malu jika kasusnya diketahui oleh lingkungan
sekitamya;

¢) upaya bantuan hukum juga diberikan kepada korban dengan cara
mendatangi korban;

1) melakukan tindakan tegas bagi pelaku yang yang telah melakukan
kekerasan fisik dalam hal korban menderita cacat, dengan terus
memproses kasusnya walau korban menarik laporannya.
Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena dampak yang di
derita korban, dan kasus tersebut juga bukan delik aduan sehingga
dengan meneruskannya ke pengadilan diharapkan pelaku menjadi
iera dan memberi efel nada nenurunan kasng:
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g) sosialisasi KDRT d1 hngkungan ibu-ibu bhayangkan dan

masyarakat langsung bekerga sama denga.n Biro PP, dengan
harapan adanya pemalmman yang sama terhadap masalah KDRT
dan dampak yang dialazm aklbat adanya KDRT

Fokus untuk pelayanan medxs bag1 korban KDRT, di sampmg Juca

K membenkan pelayanan konseimg bagl korban yang memerlukannya

“.Harus® membcntuk pusat peiayanan ‘terpadu/PPT, pada

RS Bhayangkara di Pold sudah terbentuk PPT, kecualidi Kalimantan
- Barat yaitu di RS Pemda dan Lampung sudah memiliki kebijakan khusus

* untuk pembentukan PPT sebelum diterbitkannya Undang-Undang

4)

5)

Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;
Pihak rumah sakit telah mengeluarkan kebijakan mengenai prosedur
penanganan medls agar Lorban ditangam sesual prosedur dan standar

profesi;

Rumah sakit yang sudah memiliki PPT tidak memungut biaya
penanganan medis termasuk visum ef repertum, jika korban telah
mendapat ujukan dari mstansi/lembaga yang menangani;

Tidak membedakan korban yang mampu atau tidak mampu, namun di
Lampung terhadap korban yang mampu biasanya dirawat di RS.Swastz;
RS. Bhayangkara memberikan advokasi hukum kepada korban yang
membutuhkan, bekerja sama dengan LBH. Bahkan di Sulawesi
Selatan meski dengan sarana terbatas, telah memiliki rumah aman, untuk
memulihkan psikis korban dan tempat perlindungan korban.

1. Lembaga Swadaya Masyarakat/T embaga Bantua Hukum (LSM/LBH)

D

2)

3)

Lembaga yang dikunjungt adalah LBHAPIK, kecuali di Lampung LSM
Damar. Kasus-kasus yang ditangani sekitar kekerasan terhadap
perempuan dan anak, termasuk korban KDRT;

Penanganan yang diberikan kepada korban, diantaranya dengan
pemberian penjelasan tentang hal-hak korban untuk selalu didampingi
pada setiap proses perneriksaan dan pengadilan jika kasusnya berlanjut
ke meja hijau.

Merahasiakan informasi dan identitas korban, dengan fasilitasi

JURPREEE: 5.0 NNV 5.y SO I SURcbul [VSURUNIUIUIIRDRURN 5. AR IS TN JEUNSUI SN SN SRR Sl oy, SR )



v 'I;ﬁpiemeniasi Undang-Undang Nemor, 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan ¥ekerasan ..

- f} Membe“lkan blmbmgan rohani bagl k{)rbaﬂ yang dalam i{ondm m@n‘iai :

e iertei{an

5) "Melakukan msxahsas; (melalth brosur, Leaﬂea, pamﬂet) p@laﬁh&m unfu

FROY penmgkatan staf dan relawan guna memuliblan kondisi korban;
- 6) ;Beberapa kasusyang dltalgam dlantaranya Kasus penelantaran mmah
e tang aatas korban yang berstatus kawin sirt (Suiawea Selatan dan

' : _.-KaInnantanBarat) Kendalayangd;alammya, suhtmencan bukuberupa
o surat keterangan RT/RW atau pernyataan saksi yang menghadiri -

il b permkahan, malxa untuk penyelesaian kasusnya lebih dianjurkanagar

_:3 -korban dan pelaku untuk berdamai (Sumatera Utara). Dalam hal
+.kasusnya adalah kekerasan fisik, maka untuk bukti visum dzgunakan
¥ ;pasal KUHP untuk menjerat pelaku.

3. Pemahaman Narasumber dan Persepsi tentang Kasus KDRT.

Berdasarkan uraian mengenai langkah-langkah yang diperankan oleh
masing-masing instansi/lembaga dacrah di 5 (lima) provinsi, diperoleh gambaran
bahwa pemahaman para narasumber yang dimintai keterangan dan penjelasan
hal-hal terkait dengan KIDRT, pada umumnya mereka mengartikan bahwa segala
bentuk kekerasan, termasuk KDRT, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi
manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang
harus dihapus. Dalam kenyataannya, kasus-kasus kekerasan banyak terjadi,
sedangkan sistem hukum di Indonesia behum sepenuhnya menjamin perlindungan
terhadap korban KDRT. Untuk hal itu, sangat diharapkan agar semua instansi
atau pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penghapusan KDRT
dapat mengetahui dan memahami tentang keberadan dan fungsi UU-PKDRT.

Umumnya, dalam kasus-kasus KDRT sasaran korban lebih sering
tertuju pada diri perempuan dan anak, dan upaya perlindungan perlu segera
ditangani agar tidak berlanjut mejadi kasus yang lebih parah. Dalam hal im,
keluarga dan masyarakat menjadi penting dan merupakan kunci utama dalam
upaya pelindungan korban, misalnya, untuk segera tanggap atau melaporkan
kejadiannya, atau penanganan-penanganan lain sesegera mungkin. Sebagian
masyarakat memahami bahwa KDRT merupakan isu publik dan sebagian lain
masih berasumsi bahwa KDRT sebagai suatu masalah pribadi.



| WWW m 5 No.'3 - September 2008 = - :

4. Penyehab ter] admya KDRT. .

. Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan te:rhadap
Perempuan di Tingkat Peiayanan Dasar, yang diterbitkan oleh Departemen
Kesehatan antara lain mengetengahkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam
lingkup rumah tangga, sesungguhnya merupakan pengaruh kombmas1 dan
.mteraksz dani fakior b1oiogis psikologis, ekononu dan pohtlk seperti riwayat
- kekerasan keimskman dan konflik bersenjata. Selainitijuga dipengaruhi oleh
» -faktor resﬂco dan protektzf Kompleksnya penyebab KDRT tersebut, membuat
hal ini dapat texjadl di berbagax lapisan masyarakat, dan bukan hanya ter] ad1 di
kalangan yang lemah ekonomiatau karena rendahnya pendidikan,. Namun
demikian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya
KDRT adalah lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi, baik dalam
kondisi ekonomi yang sudah mapan/kuat maupun ekonomi pas-pasan/lemah.
Hal yang membedakan diantara keduanya bahwa dalam hal ekonomi lemah
permasalahannya lebih kepada karena keatidakcukupan penghasilan; sebaliknya
dalam hal ekonomi yang sudah mapan/kuat adalah justru karena implikasi dari
kelebihan materi dan konflik terjadi, misalnya, karena pelaku telah memiliki
pasangan lain atau terjadinya perselingkuhan.

KDRT dalam bentuk kekerasan fistk lebih sering terungkap, karena
mudah pembuktiannya. Sementara, dalam kekerasan psikis dan penelantaran
rumah tangga sering tidak terungkap, termasuk juga kekerasan terhadap anak
atau pembantu rumah tangga, padahal kasus ini banyak terjadi. Hasil penelitian
juga menggambarkan bahwa diantara kasus-kasus KDRT, yang paling banyak
terjadi adalah konflik antara suami dan isteri ketimbang kasus orang tua dan
anak, majikan dan pembantu, dan bentuk kasus KDRT yang lain.

Akibat yang harus diderita oleh korban KDRT, pada umumnya mereka
menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik,
atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap
dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum, dan/atau memilih
dengan perceraian pula.

Identifikasi atas penyebab terjadinya KDRT pada dasamya juga dapat
dijadikan sebagai landasan untuk menentukan langkah kebijakan atau dalam
merancang bentuk pengelolaan program baik untuk upaya-upaya preventif dan
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B efekﬁmtasnya serta iangkahrepres@ya. Pada hemat penuhs bahwa kebgalcan =
: 'yang mfatnya akan membuat solus1 bagi akar permasalahan menjadi sangat - =
_ @enﬁng itk duempaﬂ<an sebagai priotitas. Di sisi lain, upaya terus meialmkzm
'pengﬂgsan terhadap pandangan-pandangan yang patriarkhis, dlskrmmlauf dan
subordinasi harus terus diusabakan, diantaranya melalui pelatihan-pelatihan .
sensmsﬁ' gender dan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga di kalangan aparat -

) _pene Ga}{ hukum, aparat pemermtah dan masyarakat luas, yang periu terus - )
digenca:kandandltmgl\aﬂ(an e < I L

5 Kendala dalam i’enanoanan Karban

a.Kasus KDRT yang dﬂaporkan korban, kerapkah tidak ditindaklanjuti
karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan

- ituadalah tindak pidapa. Demikian halnya bahwa terhadap kasus yang

- telah diproses pihak Kepolisian pun acapkali ditarik kembali dengan

- berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan

pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, demikian halnya bahwa
“KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga;

b. Beda pemahaman antar penegak hukum terhadap KDRT;

c. Lamanya rentang wakh antara kejadian dan visum , sehingga hasil visum
menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum;

d. Masalah penganggaran untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkan,
sehingga frekuensi tidak memadai, dan pendanaan shelter baik untuk
bangunan maupun operasionalnya;

e. Bidang kesehatan, dinas kesehatan provinsi merasa kesulitan/tidak ada
kekuatan perintah kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, sebagai
dampak dari pemberlakuan otonomni daerah, akibatnya pembentukan PPT
di RS dan Puskesmas hanya sebatas pembinaan dan saran saja;

£. Penanganan kasus KDRT belum dianggap prioritas, sehingga pembentukan
PPT masih tersendat;

g. Substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
44 dan Pasal 49 UU PKDRT menghambat penghapusan KDRT, karena
terdakwa dengan ekonomi mapan cenderung memilih hukuman denda
ketimbang hukuman penjara. Pada hemat penulis bahwa hal ini sebetulnya
akan sangat ditentukan oleh peran hakim vang akan menentukan berat -
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- Untuk hal itu sang diperlukan adanya pelatihan untuk peningkatan sensitisasi
++ gender di kalangan para hakim termasuk sensitisasi untuk keberpihakan
-+« pada keadilan korban, hal mana korban lebih sering pada peremp'uan
- dan/atauanak. . o : '

IV. PENUTUP =

 Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasaxi_Dalam
Rumah Tangga dalam pengaturannya sudah cukup komprehensif, yakni, mulai
dari pengertian “kekerasan dalam rumah tangga” (KDRT), dengan rumusan
yang mencakup bentuk-bentuk kekerasan dalam perkara KDRT. Hal ini juga
hampir identik dengan berbagai kejadian yang sering muncul mengenai bentuk-
bentuk KDRT dan tertuju pada diri korban/perempuan dan anak. Di sisi lain,
substansi pengaturan bahwa KDRT adalah delik biasa, hal ini masih merupakan
kesulitan bagi para penegak hukm. Hal ini mengingat hahwa seringkali korban
yang pada awalnya mengadukan perkara KDRT, misalnya karena dianiaya
atau kekerasan fisik, maka ditengah-tengah proses hukum sedang berjalan,
tiba-tiba korban menghendaki agar kasusnya dihentikan atau dicabut dengan
dalih karena sudah memaafkan pelaku, atan ketergantungan korban terhadap
pelalar.

Kasus-kasus KDRT masih didominasi pada konflik suami-isteri dan
korban lebih banyak tertuju pada diri perempuan/isteri. Adapun penyebab
terjadinya KDRT lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, baik dalam kondisi
ekonomi lemah maupun ekonomi mapan.

Perhatian pemerintah terhadap permasalahan KDRT melalui
kebijakannya sudah cukup komprehensif dan pelaksanaannya baik pada jajaran
pemerintah maupun pemerintah daerah, utamanya oleh aparat yang bertanggung
jawab dibidangnya sudah mulai berjalan. Namun masih diliputi oleh banyak
kendala, diantaranya, terbatasnya anggaran/pendanaan, pemahaman aparat yang
kurang sensitif gender termasuk dalam mengupayakan penyediaan dan
perencanaan sarana dan prasarananya yang belum selurvhnya memadai bail
kuantitas maupun kualitasnya.
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Pammpasx dan keterhbatan masyarakat dalam menghadapz S
1 permasalahan KERT Juga sudah mulal nampak perhatxannya, namun masih -

periu dmng;{aakan pemalmnandankewaspadaarmya akan aiqbat KDRTmelalm -
: pemngkam kepcduhan sosial di lingkungan sekﬁamya RN S
' Adanya sisterm hukum yancr belum bersahabat dengap perkara~pcrkma -

KDRT bukan semata karena isi undang~undangnya, namun lebih pada xmndse‘i_ R
 paia apamt penegak hukum aparat pemermtah dan masyarakat luas yang K :
' 3'_'_mamh dilmgkum pandangan yang patmrkhls sehmcrga tmdakan~t1ndakan__._. S

- diskriminatif. kerapkah mewarnai pada kemdupan sehamham sebagaibukti

“a adanya KDRT terjadi dalam masyamkat Langkahuntuk menujuadanya sistem
ﬂukmn yang responsxf gender masth butuh perjuangan keras melalui berbac,a.a
upaya, termasuk untuk solusi pemecahan akar-akar permasalahannya.
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